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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR ¢ TEl 2o

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN

2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANGIIAZA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKAS!

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SUPAT] BEKASI,

Menlmbang : a bahwa sehubungan dengan telah distapkannya Peraturan
Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 peruboihan
Kedua Atae Perabgan Pesijen Nopo- 54 Tahun 2000
tentang Pengadaan Barangflasa Pemerintah, maka peturiuk
teknis pengadaan barangflasa di lingkungan Perterintah
Kabupaten Bekas yang semuda telah ditetapkan melalui
Peraturan Bupat Momor S Tahun 2012 perlu ditinjau dan
disesuaikar kemball

o bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana cfmaksud
pada hunifa diates, perubahanmye tersebet periu dieapkan
kemibali dengan Peraturan Bupati Bekasi,

Mengingat * LUndang-Undang Nomor 14 Tahun {950  tentasg
Pemnbertiskan Daerah—dasmah Kabapaten dabm lingkungan
Propiisi Jowz Barat Berfta Negara Tabun 1950 sebagaimana
telah divbah dengan Undang-Undasg Nomor 4 Tarwm 1968
temang Pembentukan Kabupaten Purwakaria dan Kabupaten
Subang demw@an mengubah Undang-Dindang Nomor 14
Tahun 1950 tenfang Pembertian  Daah-dasah
Kabupaten Dalsn Lingkungan Fripinsi Jaws Bacat [Lembaron
Megara Republik [ndonesie Tahun 1968  Monor 31,
ggmﬂ n Lembaran Negara Republik Indonegs Nonor

5

Z Undang-Undang MNomor 18 Tahun 1999 tenteng Jasa

wmﬁ {Lﬂ;’nqhar_?;n Negara Repebdk Indonesig Tahun

Nomor 54, Tambahan Lemdbaran ra Repsblik
Indonesia Nomor 3833 S

3 Undang-Undang  MNomor 1 Tahum 2004 tentang
Perbendaharsan Megara  {Lembaran Negaa Repebik
Indonesia Tahun 2004 Momor 5 Tambahan itembaran
Negara Repsik Indonesia Momor 4355);



4 Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004  tertasg
Penenmialars Deerah {Lembaran Negars Republik Indonesa
Tahun 2004 Nonoe 125 Tambahan Lembaran Negama
Republik Indoresia Nomor 4437), sebagaimana ielah
bebermpa kali dighah tErakhir dengan UndangUndang
NMomor 12 Tahun 2008 hrdarg Perubahan Kedua Alas
UndangUndang Nomor 32 TFahun 2004 leriang
Pemesntahan Caxah Lermbaran Negars Repsbik Indonesia
Tahun 28 Nomor 58 Tamb3han Lembarar: Heoao MNomos
G844y

5 Undangindang MNomor 12 Tahun 211 tenieng
Pembentuksn Peraturan Perudang-Undangan  (Lernbaran
Negars Republk Indongsia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234%

& Peraturen Pemerintah MNomor 29 Tamim 2000 tentang
Perwelenggaraan  Jasa Konstruksi  (Lembaran  Megara
Republik Indenesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan
Lembararn MNegara Republik Indonesma MNomor 3957)
scbagaimana telah divbah dengan Perahrar Peineribdah
Momor 5% Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah NOrFcH 29  Talem 2000  Ertang
Penyelenggarasn l&=a Komstnks  (lembaran  Negara
Repubiik Indoneda Tahur 2010 Momor S5

7 Peratran Pererintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengele@@n Keuangan Daciah (Lembaran MNegara Repubik
Indonesia Tahun 2005 Nosor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repebiik Indonesia Nomor 4578}

8 Peraturan Presiden Nomor 549 Tahun 2080 tentasg
Pengadaan Baang/lasa Peinetkiah sebagamana  elah
beberapa kali diubah temkhir dengan Peraturan Pregdesn
Republlk Indoresia Nomor 70 Tahun 2002  Emiasg
Perybahan Kedua Atas Peraturan Pregiden Nomor 54 Tahon

2010 tentang Pengadaan Barangfasa Pemerintah;

S nstruksi Presden Republic Irndotesla Noeor 17 Tahun 2011
estang Aksi Pencegahan dan Penberanipsan  Korups
Tahun 2012

10.Perzturan Mented Dalam MNeged Nomor 12 Tehun 2006
tentang Pedoman  Pengelalaan Keuangan  Deseah,
sebagaimana bah beberapa kall diubah terakhis dengan
Perztuan Menterl Dabm Neges Nomor 21 Tatwm 2011
tentang Perubahan Kedua Ates Perahran Merter Dalwn
Meget Nomor 13 Tohun 2006 tentang Pedoman
Perigeloldan Keuangan Dasiah;

11.Peraturan Deerah Kabapaten Belasi Nomor 7 Tahun 2009
tetang  Pembentukan  Omganisasi  Perangiat Daerah
Kabupater)  Bkas: (Lembaran Daesmah Kabupaten Behast
Tahun 2009 Momor /) sebagaimana telah bebefapa kad
diubah temakhir dengan Peratueran Deerah Kabupaten Balgs!
MNomor 3 Tahun 2012 teptang Perubzhan Kedus Atas
Perahran Doeeh Nomor 7 Tahun 2009  tentang
Pambernhden Organisasi  Peraegiat  Diaer gh Kaby ipat en

Baasi (Lembaran [eemh Kabupaten Bakesl Tahon 2012
M B i



Menatapkan

1Z. Perasiran Das=ah Kabepaten Bekasi Nomor 2 Tahgn 2010
Ekon) Rencana Pembangunan langka pamjang Doeah
Tahun 20052025 (embaran Daerah Kabupaten Belasi
Tahun 2010 Nonor 3}

13.Peraturan Bupati Bekasi Nomor (4B Tahun 2 rtentang
Mekanisme Perwusiman  Produk  Hukom  Deesh
Lingkungan Permermtab Kabupaten Bekasi (Berita Daerah
Kabypaten Bekasi Tahun 2007 Nomoge 14.8);

I4.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tatum 201 tentang
Fembenukan Unit Pelayanan Teknis Dinas  Layanan
Pergadaan Barangfasa Secars Bektrondk pada Dinas
Komuniiasi dan  Informatika Kabupater: Bekas  {Berita
Deerah Kabupaten Bekas Tahun 2011 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKAST
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGADAAN  BARANG/IASA DI LINGKUMNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASL

Pasal 1

Lamplan Peratuan Bupati Bekasi Momor 5 Tabwn 2012 testang Petunjok Telmis
Pengadazn Barangfasa o Unglangan  Pemerintah Kabupaten Bokasi diubah
sehagaimara Ercantum dalam lampian Peraturan Bupat ini.

Pasal IT

Feraturan int mulai betlaku pads tanggat diundangkan.

AQE setiap ofng mengetahuings memerintzhkan pengundangan Peraturan
dengan penempatannya dalam Berita Daah Kabypaten Bekasi .

Ditetapian o Clarang Pust
pada tanggal = sretulfr X7

4_uumn BEKAST 4



